BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Dinas Sosial Kota Padang dapat
disimpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Daerah Anak Jalanan oleh
Dinas Sosial Di Kota Padang tindakan pembinaan kepada anak jalanan
meliputi 3 hal, yaitu :

a. Usaha Preventif
b. Usaha represif
. Usaha rehabilitasi

2. Kendala-kendala Dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap
Daerah Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Di Kota Padang dalam pembinaan
anak jalanan, yaitu:

a. Faktor Internal
1) Komunikasi Internal
2) Luasnya Daerah
3) Kekurangan sumber daya manusia sarjana hukum

b. Faktor Eksternal
1) Kurangya Kerja sama.

2) Kurangnya kesadaran terhadap hukum oleh masyarakat
3) Kemiskinan
4) Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan

5) Kembalinya pelaku yang sama
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3. Upaya-upaya dalam mengatasi kendala-kendala dalam Implementasi
Kebijakan Pemerintah Terhadap Daerah Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Di
Kota Padang
a. Faktor Internal

1) Memperbaiki Komunikasi Internal
2) Dilakukan Peninjauan di Daerah
3) Memaksimalkan Sosialisasi
b. Faktor Eksternal
1) Meningkatkan Kerjasama Dengan Lembaga Eksternal
2) Melakukan Sosialisi Hukum Kembali Kepada Masyarakat
3) Memberikan Bantuan Kepada Mereka Yang Tidak Mampu
4) Memberikan Pendidikan dan Keterampilan

5) Membina Mereka Kembali
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B. Saran
Berdasarkan simpulan yang diuraikan diatas, maka penulis
memberikan saran bagi Dinas Sosial Kota Padang dalam pembinaan anak
jalanan yaitu sebagai berikut:

1. Dinas Sosial Kota Padang harus tetap mencari solusi agar bisa lebih
mengoptimalkan pembinaan terhadap anak jalanan.

2. Dinas Sosial dan Kota Padang harus lebih memperketat pengawasan dan
penjagaan di beberapa titik yang sering digunakan oleh anak jalanan
melakukan kegiatannya

3. Dinas Sosial Kota Padang diharapkan untuk memberikan usulan kepada
Pemerintah Daerah Kota Padang agar kegiatan jalanan ini ditangani
dengan kebijakan yang lebih tepat sasaran, karena masih banyaknya anak

jalanan di Kota Padang
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Dokumentasi Penelitian Bersama Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

Gambar 1 : Wawandaca Dengan Kelapa Bidang Rehabilitasi Sosial
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Lampiran |

Surat ACC Penelitian Dari Universitas
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Lampiran 11

Surat Perizinan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu
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Lampiran 111

Surat Menyelesaikan Penelitian Dari Dinas Sosial
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